
 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BATU 

 

NOMOR  136  TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  

NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN  

PENGHASILAN PEGAWAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BATU, 

 

Menimbang  :  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas 

Peraturan Walikota Batu Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai; 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004                    

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran                   

Negara Republik Indonesia Tahun                                                                   

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6398); 

 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72  Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian  Kinerja Pegawai Negeri Sipil, (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2019); 
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13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penataan Sistem  Tunjangan 

Kinerja Pegawai Negeri; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 

tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061–5449 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 

Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 

5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

22. Peraturan Walikota Batu Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Batu Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Walikota Batu Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu; 
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23. Peraturan Walikota Batu Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 21 TAHUN 

2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan 

Pegawai diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (1) huruf i Pasal 13 dihapus, sehingga 

Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 13 

  

(1) TPP ASN tidak diberikan kepada:  

a. Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan  

Guru; 

b. PNS yang diberhentikan untuk sementara 

dari PNS atau dinonaktifkan atau dibebaskan 

sementara;  

c. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada 

Badan/Instansi lain di luar Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

d. PNS  yang melaksanakan tugas belajar; 

e. Pegawai ASN yang melaksanakan cuti di luar 

tanggungan negara; 

f. PNS  dalam pelaksanaan usia bebas tugas 

untuk persiapan pensiun/mengambil masa 

persiapan pensiun;  

g. PNS pindahan dari Luar Pemerintah Daerah 

di Tahun Anggaran berjalan;  

h. PNS yang bertugas pada Badan Layanan 

Umum Daerah yang sudah mendapatkan 

Jasa Pelayanan; dan/atau 

i. dihapus. 

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) juga diberlakukan kepada:  

a.  ASN yang masih mempunyai tanggungan 

Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah 

yang belum dilakukan penggantian atau 

membayar sejak Peraturan Walikota ini 

diundangkan; dan 

b. ASN yang belum mengembalikan barang milik 

daerah yang bukan lagi menjadi hak dan 

wewenangnya atas permintaan tertulis dari 

pimpinannya. 
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(3) Apabila ASN yang memiliki tanggungan Tuntutan 

Ganti Rugi yang belum dilakukan penggantian 

atau membayar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b sudah membuat komitmen/surat 

pernyataan sanggup mengangsur dan telah 

melaksanakan angsuran pertama, TPP yang 

bersangkutan diberikan pada bulan berjalan. 

(4) Apabila ASN tidak mengangsur tepat waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

pembayaran TPP yang bersangkutan 

ditangguhkan sementara. 

 

2. Ketentuan Pasal 24 dihapus. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Daerah Kota Batu.  

 

 

       Ditetapkan di Batu  

       pada tanggal 10 Desember 2020 
 

       WALIKOTA BATU, 

 

      TTD 

 

 

     DEWANTI RUMPOKO 

 

Diundangkan di Batu  

pada tanggal   10   Desember 2020  
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 

ZADIM EFFISIENSI 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 136/D 

 

 

 


